PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT -
NOMOR' /4 TAHUN 2022

TENTANG ' : i
PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG
TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN DAN AKAN
DILANJUTIKAN PADA TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA ' '

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung optimalisasi 'daﬁ eﬁszenm’"_' |
pelaksanaan anggaran atas penyelesaian pekerjaan yang
tidak terselesajikan sampai dengan akhir tabun atiggaran. ...
pada masa pandemi covid-19 yang menyebabkan keadaan 0o
kahar, peristiwa kompensasi dan pemberzan kesempatm'--_;;
serta memperhatikan kebijakan anggaran pada tahun™
anggaran berikutnya, perlu mengatur ~secara khusus. = -
ketentuan mengenai pelaksanaan  anggaran . untuk .
penyelesaian pekerjaan pada masa yang tidak: terselessalkaﬁ
sampai dengan akhir tahun anggaran dan akan dllanjutkan.'f PSR Vs
ke tahun anggaran berikutnya; S - S s

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Neﬁem Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan ~~ © "
Keuangan Daerah, mengamanatkan pengaturan lebih lanjut- 0
tentang tata cara penganggaran dan pelaksa.naan belanja
vang melampaui tahun anggaran diatur dengan Peraturan SR
Gubernur; : e

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagatmana dlmakgud_* B
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan.. =7 0
Gubernur tentang Pelaksanaan Anggaran . Dalam ‘Rangka ™= 0 .
Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak- Terselesaikan - Sampai
Dengan Akhir Tahun Anggaran Dan Akan Dﬂan jutkan Pada__ o
Tahun Anggaran Berikutnya; T A e

Mengingat : 1. Pasal 18- ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara. Repubhk;' DR
Indonesia Tahun 1945; S

2. Undang-Undang ' Nomor 23 Tahun 2014 tentang_‘-_- e
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Inclonesxa'i.-{. PR
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran ‘Negara =~
Repubhk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubgh
beberapa kali dan terakhir dengan Unda:ng “Undang Nomor 1.~~~
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuanga,n CAntaras oL
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan . ‘Daerah. {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Noinor 4, Tambahaﬂ,_[ SREE IS T
Lembaran Negara Repubiik Indones;aNo:mar 67 5’?) EEORRERR
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3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun- 2022 tentang vamm
Kalimantan Barat (Lembaran ' Negara: Repubhk Indonesia
Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negam ST
Republik Indonesia Nomor 6780); ' S G

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 ten”i:am@: SRt reE
Pengelolaan Barang Milik Negar a/Daerah (Lembaran Negar a’f'f':f L
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambaham} SR
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) e

5. Peraturan Pemerintah - Nomor 12 Tahun 2019 tentanﬂ S
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara’ Repubhkﬂ- e
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, ‘Tambghan Lembaraﬁf Sy we
Negara Republik Indonesia Nomor 6322) i L

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun ' 2020 ten‘tang;_z.:
Peraturan Pelaksanaan UndangUnﬁiamg Nomor- 2 Tahun =
2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran: Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembar R
Negara Republik Indonesia Normor- 64 94) - Nt i

Peraturan Menterz Dalam Negem Nomer 80 Tahun__ 2.015:'

7.
Peraturan Menten Dalam Negem Nomor 8(} Tahuﬁn 2015
tentang Pemben’cukan Produk Hukum Daerah"’ (Bez 1‘&:&-_
8.
9,

Pemerintah Nomor O - Tahun = 2018 tentang Pedcs
Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Meia,lm Peﬁyedl
(Berita Negara: Repubhk Indonesia Tahun 2018 Noma:f‘ '?623_2 o

10. Peraturan Daerah Provinsi ‘Kalimantan Barat I
Tahun 2020 . tentang - Pengelo}aan I&euaiigaﬂ Daera
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimaitan Barat Tahur 0
Nomor 5, Tambahan Lembaran’ Daerah Provmsz Kalime
Barat Nomor 3}; gt

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAA
DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN”}Z
TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN" AN
AKAN DILANJUTKAN PADA TAHUN ANGGARAN BERIKUTNY A
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerm’i,&zhanj '
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemenntahan yang menjadz S
kewenangan Provinsi Kalimantan Barat. :

. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat

4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pe 3abat Pem&gana-'
kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan mgas dem fungs1 SRPE};' G
yvang dipimpinnya. : Sl i
0. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pe jaba'i: yaﬂg S ;
diberi  kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenaﬁgan _Z_ PA daiam SR RER)
melaksanakan sebagaian tugas dan fungsi SKPD, N FEaatE
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK ada}ah pe jabat yan@ R
melaksanakan kewenangan PA/KPA/PPK untuk mengambil keputusan dan/atay © -
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas - b@ban Anggarm_. o
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). e
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya chsmgkai BUD a.dalah PPKD yang f.i" Soeg
bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. S

. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan mgas EBD

9. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut - Pembayamn 1S adaiah
pembayaran yang dilakukan Iangsung kepada Bendahara Pengeluarm/penerzmaf
hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan surat tugas atau s&r&t{_ o
perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar 1angsuﬂg S

10. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST. ac'{alah iekumeﬂﬁ-_ : c

legalitas penyerahan hasil pekerjaan dari penyedia kepada: pembem ke: Jau e

11. Perpanjangan waktu adalah perubahan waktu pelaksanaan akﬂ:lai 'f_k adaan

kahar atau peristiwa kompensasi. gt

12. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi. dilusr Ia:ehendak para pzhak; L

dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebehimnyva; sehmgga kewa jiban . -

yang dztentukan daiam kontrak menjadz tldak dapat dip@nu}’u i

o

Qo

pergantian ganti rugi vang bukan: dlsebabkan kelala;an penyedm

14. Pemberian kesempatan adalah  pemberian waktu kepada peﬂyedxa unt
menyelesaikan pekerjaan yang dimuat dalam ‘adendum = kontrak
didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekezjaan pengenaan sanksi
keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan 3amman peiaksmaai

15. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang selan jumya d1smgkat BAP_ adaiahx
dokumen legalitas untuk dijadikan sebagai bahan buktl pekea 3&&1’1 ‘i:eiah’-- S&I@S&i_
dikerjakan sesuai dengan kontrak. e

16. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPI& dengan penyedla bamng L
dan/jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertenti. - R

17. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah gamman tertuhs yang? e
dikeluarkan oleh  bank umum/perusahazm ' penjamman/pei usahaan
suransi/lembaga keuangan khusus yang - men}aiankan usaha - di bit
pembzayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendomng ekspoz '
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undmgan (i; bzcﬁiaﬂg_ iembag&;
pembiayaan ekspor Indonesia. " '
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18

19.

20.

.Jaminan Pemeliharaan adalah Jaminan - tertulis: darz penerbzi: Ja,rrmmn e

4

sebagaimana diatur dalam ketentuan = per undang—undangan mengenai*g R
pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menjamin bahwa apab:da penyedzaj_[ iy
barang/jasa tidak melaksanakan pekerjaan pemeliharaan varg telah" dﬂakukm S e
pembayarannya maka penjamin akan membayar kepacia PA/KPA/FPK sebesm ety
nilai Jaminan. e
Jaminan atas Pembayaran untuk Tagiban chak Ketzga atas Kgntrgk yaﬁg_: P
Prestasi Pekerjaannya Belum Mencapai 100% (seratus persen) pada - Al«hhirf_ S
Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut Jaminari: Pembayaian Akhir Tahun: o0
Anggaran adalah Jaminan tertulis dari bank dengan nilai jaminan: pa}mg sedikit o0
sebesar persentase pekerjaan yang belum diselesaikan un‘i:uk mern 3amm bahwaf G
apabila penyedia barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan yang dtelah o
dilakkukan pembayarannya, maka penjamin akan membayar &ep&d&v Sl
PA/KPA/PPK sebesar nilai Jaminan. L E T
Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya dlsmgkat SPM adalah dekumem"_ S
yang digunakan untuk penerbitan surat perintah” pencazraﬁ dana ataa beban;"”
pengeluaran DPA SKPD. : o

Pasal2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri dari:. : o
a. penyelesaiaan pekerjaan yang tidak tersdesalkan Sampm ti@ngan akhir e
tahun anggaran; dan R S
b. akuntansi dan pelaporan. T e R L
Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerjaan dari. =

suatu kontrak yang: ' _ s P LR At i e
a. dibiayai dari APBD;

b. pembayarannya dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS koni:raktua?f.f e
dengan lampiran Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaraﬁ da.n '

c. ditandatangani paling lambat tanggal 30 Nov&mber tahun anggara
berkenaan. . 4

Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mehputz Kontrak mhunan _
Kontrak tahun jamak pada akhir masa Kontrak. ; b
Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ‘gdak termasuk pekerjaan” a
suatu Kontrak yang dibiayai dari pendapaian Badan L&wanaﬁ Umum Daera'

BAR 11 o S
PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAiMN
SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN '

Bagian Kesatu ' - i
Keputusan Penyelesalan Sisa Pekerjaan ke Tahum Bem{umya

Pasal 3.

Sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan aklm" tahun anggm
dapat dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun anggaran berzkutnya sgpan_gang
memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. berdasarkan penelitian PA/KPA/PPK, penyedza baz*aﬂgf jasa akaﬁ mampu
menyelesaikan keseluruhan pekerjaan = setelah” diberikan kesempatam_ .
sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalendei S@ jal berakhzrmya _
pelaksanaan pekerjaan; :
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b. dalam hal terjadi keadaan kahar dan peristiwa’ kompensa& dapat dlbemkan SELNERETS PO
kesempatan perpanjangan waktu untuk menyeiesmkan opekerjaan oo
sekurang-kurangnya sama dengan waktu ter hen‘cznya peiaksanaan
kontrak; dan

c. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekeijaan palmg e
lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelakganaam (IR R
pekerjaan yang dinyatakan dengan surat perhyataan liesangguparz yang RS S TR
ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup. AT e

Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud | pada ayat (1) huruf-c e
paling sedikit memuat : i

a. pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyﬁlegaﬂ{aﬁ e
sisa pekerjaan, S e

b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekel 3aan d&‘ﬂgaﬂ e -
ketentuan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhn nya_ L
masa pelaksanaan pekerjaan; dan

c. pernyataan bahwa penyedia barang/ jasa bersedia dikenakan deﬁda o

keterlambatan penyelesaian pekerjaan. : e T
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pacza aya‘i, (1) R
PA/KPA/PPK memutuskan untuk : . . ST e
a. melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun aﬂggaran beul«mmya;' b

b. tidak rmelanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke ' ‘i:ahm‘z anugalan
berikutnya.

Dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) PA/KPA/
PPK dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Peugawasan h";’tem
Pernerintah (APIP). : S

Bagian Kedua
Perubahan Kontralk

Pasal 4

Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yaiig d11an3utkan ke tahun o . '.*;;_
anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),
PA/KPA/PPK dan penyedia barang/jasa melakukan per ubahan Kaﬂ’rrai{ e
Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat ( } dﬂaka&:nakan dfmng'_ N
ketentuan : Lo
a. mencantumkan jangka waktu pemberian kesempa‘ian penyelesalaﬁ swa -_;'_3'-:1' o
pekerjaan; Sa e

b. pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekel jaan kecuah keaﬁaan o Bl
kahar (force majori/ peristiwa kompensasi; _ . o

perpanjangan jaminan pelaksanaan;

. tidak boleh menambah nilai kontrak pekerjaan; : L

tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan peke& 5&&1 ﬁaﬂ It
melampirkan jaminan pembayvaran akhir tahun anggaran seku;:’aﬁﬁ—, e
kurangnya sebesar persentase sisa nilai pekerjaan, - L e
Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 5_'-.dilalf:s%éiﬁai«ié;hf- ey
sebelum jangka waltu Kontrak berakhir. : : : S
Penyedia barang/jasa memperpanjang masa berlaku jamman pela}xssamamf_ e
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.yang telah disimpan _ol@h_ff Lo
PA/KPA/PPK paling singkat sampai dengan batas waktu penyele&al&n- sisa oo
pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataaini k:esang 'upari seba.gmmana_' e
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). - : _ o
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(5 )‘Penandatanganan perubahan Kontrak dilaksanakan setelali PA/KPA /PPK

menerima Jaminan pelaksanaan yang telah diperpanjang S@bagmmaﬂa
dimaksud pada ayat (4). _ _

Bagian Ketiga o
Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran Atas Sisa Pelery Jaan '
Yang Dilanjutkan Penyelesaiannya ke Tahun Anggaran Berikutnya

Pasal 5

Dalam rangka penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak ter seiesaakan sampaz _ B

dengan akhir tahun anggaran berkénaan, selain melakukan perpanjangan -

Jaminan pelaksanaan dalam perubahan kontrak sebagazmaﬂa dimaksud
dalam Pasal 4, penyedia barang/jasa melampirkan Jaminan Pembayamm e

Akhir Tahun Anggaran.

Penyedia barang/jasa menyampaikan Jaminan Pembayaran Ak‘mr Tah‘tm = o

Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PA/KPA/PPK _
Masa berlaku Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Angsaran Sebagaammm E

dimaksud pada ayat (1) paling singkat sampai dengan batas waktu sesuai - SRR

surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimalksud dalam PasaE 3 ayat (2) o

Pasal 6

PA/KPA/PPK menyampaikan pemberitahuan kepada BUD/KUASA BUD atas
penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai deﬁgan ai&nrj’_f_ PR s
tahun anggaran berkenaan yang akan dilanjutkan pada ‘La}:um anggaz“ani_ R

berikutnya.

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada avat ¢! ) chierlma a‘ieh_'-_-'_..

BUD/Kuasa BUD paling lambat sebelum batas akhir penyampman SPE\/E

Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud _.pada. _ayat_ ..(1).'*..'.'

melampirkan:

a. salinan surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dzmaksud dalam Pasalf-f e

3 ayat {2) yang telah dilegalisasi oleh PA/KPA/PPK;

b. asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran. Sebagalmana dimaksud:ﬁ

dalam Pasal 5 ayat (1); dan

c. asli Surat Kuasa Klaim/ Penca1ra1‘1 Jaminan dari p A /kp A /PPI{ kﬁfpa da? -. : - |

sebagaimana dlmaksud pada huruf b,

Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada azat ( } danf-' S
lampiran ~ sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ‘BUD/Kuasa BUDT;Q:'-
mengembalikan asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun - Anggaran dan dshioe o
Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan dari PA/KPA kepada Kﬁpmaf SRS o
BUD/Kuasa BUD atas Kontrak dimaksud yang sebefiumnya di‘taiausahakane Gl

oleh BUD /Kuasa BUD,

BUD/Kuasa BUD menatausahakan asli Jaminan Pembayaran F‘ikhii‘ Tahtmf'. ::
Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b:dan asli’ Surat: Kuasa:-_-._i'-_:,;.- e
Klaim/Pencairan Jaminan dari PA/KPA/PPK sebagalmaﬂa dlmakaud pada;-g_-_ e

ayat (3) huruf c.
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(1)

Bagian Keempat
Tata Cara Penyelesaian Sisa Pekerjaan

Pasal 7

Penyedia barang/jasa menyelesaikan sisa pekerjaan yang tidak terselesatkan
sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan di tahun anggaran
berikutnya sesuai waktu penyelesaian sisa pekerjaan vang tercantum: dalam
surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 aya'%; {2).

Dalam masa penyelesaian sisa peketjaan sebagaimana dimaksud pada aya'%;f'_i
(1), penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Kontrak dan peraturan perundang- undamgan-
mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. '

Dalam hal penyedia barang/jasa telah menyelesaikan sisa pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA/PPK dan . peiweﬁza'
barang/jasa menandatangani BAST/BAPP. :

Penyedia barang/jasa menyetorkan denda keterlambatan sebagajimfana

dimaksud pada ayat (2) ke Rekening Kas Umum Daerah - setelah
penandatanganan BAST/BAPP sebagaimana dimaksud pada avat (3). I _
Dalam hal terdapat masa pemeliharaan (retensi) sebagaimana i:ercantizm_ Ll
dalam Kontrak, penyedia barang/jasa menyampaikan Jaminan Pemeliharaan =

kepada ke PA/KPA/PPK sebelum penandatanganan BAST/BAPP sebagaimana e

dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

Dalam hal penyedia barang/jasa telah menyelesaikan sisa. peker jaan i

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), PA/KPA/PPR_ menyampaﬂx:aﬁ C
pemberitahuan kepada BUD /Kuasa BUD.

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh BUD/E&&S& e B -

BUD paling lambat 3 (tiga) hari kerga setelahl  berakhirnya. batas waktu
penyelesaian sisa pekerjaan sesuai  tercantum dalam Suz'at permva’taan'
kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). S
Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada _ayat Sy
melampirkan: I
a. BAST/BAPP;

b. Bukti penerimaan Daerah atas penyetoran denda keterlambatai sebagazmana. |
dimalksud dalam Pasal 7 ayat (4}; dan : '

c. Salinan Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal :7 ayai: | o

(9}, yang telah disahkan oleh PA/KPA/PPK, apahila ada.

Pasal 9

Berdasarkan pemberitahuan penyelesaian sisa pekerjaan sebagmmaﬁa. L

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), BUD/Kuasa BUD mengembalikarn dokumen:

a. asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dzmak&uﬁ ol

dalam Pasal 6 ayat (3} huruf b dan

b. asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan sebagaimana . chmaksud daiam
Pasal 6 ayat (3) huruf c. :

Pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituamakam dahm*" R

berita acara penyerahan dokumen yang ditandatangani oleh Kuasa BUD clm .
satuan ketia,

HAFD PREANGIAT DABRAR
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Pasal 10

(1) Dalam hal SKPD/Unit Kerja tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana -~
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan 3 ({tiga) hari kerja sejpk . .~ =
berakhirnya masa penyelesaian sisa pekerjaan yang dinyatakan dengan surat .
pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal. 3 ‘ayat (2} e
BUD/Kuasa BUD menyampaikan pemberitahuan kepada SI&PD/Umt Kerja R R

(2) Dalam hal setelah 10 (sepuluh} hari kerja sejak beraldnmya masa’ penyelegalanﬁ R
sisa pekerjaan yang dinyatakan dengan surat - pernyataan - kesanggupan: .
sebagaimara dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) BUD/Kuasa BUD tzdak menerima.

pemberitahuan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud ‘dalam Pasal & 0
ayat (1), BUD/Kuasa BUD melakukan Klaim/pencairan: Jamman Pembayaraﬂ'-_"'-, e
Akhir Tahun Anggaran pada hari Kerja berikutnyva. : R

Pasal 11

(1) Dalam hal penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan :sisa .pékéfjaéﬁf:’j
sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian sisa pekerjaan- yang tercantum. - =
dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam P‘asal 3’;' S
ayat (2), PA/KPA/PPK segera memerintahkan penyedia barang/ jasa. untuk e
a. mengembalikan pembayaran yang telah diterima ke Kas Umim Daet ah yang'

nilainya dihitung berdasarkan sisa pekerjaan yang: tld&lx Selesal dan/atau e
b. menyetorlaan denda keterlambatan penyeiesaian pelxerjaan yang l"zllamya”ff
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak. L Looaie e

(2) Dalam hal penyedia tidak melakukan pengembalian Lc—z Rekemng Kas Umum_i,: -
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a- peng@mbahan”_;k@pada:-_-i: i
Daerah dilakukan melalui kKlaim Jaminan Pembayaran Akhn' Tabunt Anggaran :

(3) Pengembalian ke kas Umum Daerah sebagaimana dimalasud pada ayat (1)
klaim Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran: Sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dan tindak lanjut pelaksanaan- klmmnya berpedoman pada ©
Peraturan Gubernur mengenai tata cara pembayaran atas beban APBD &ebeium ST
barang/jasa diterima. - S e

BAB [l
AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 12

(1} SKPD/Unit Kerja melaksanakan penatausahaan, akuntans; dan peiaporanf}; Ca
keuangan atas pelaksanaan anggaran dalam ranglxa penyelesalan pekerjpan ]
yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahtn anggaran berkenaan. sesu&:f_l_ S
dengan ketentuan Peraturan Gubernur mengenai: lx@bi_]al{afl alm.ntan‘ i
Pengelolaan Keuangan Daerah. : : '

(2) Penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampal dengan alahn' ‘iiahun_ o
anggaran diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan :

ifibeda’ PEMANGIRAT BARAN
U Ve ASEABES
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perat:ura:fi'_ '

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provingi Kalimantan
Barat.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal & e Wl

b

§ GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,-‘%' SR

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal

»;; ‘ . ™ e:‘"? ] ’“’VE -
) S

SEKRETARIS DAERAH
PRO AINSE KALIMANTAN BARAT,

Wiy

HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 2% .




